
 
 

BAB II 

DESKRIPSI ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM 

ISLAM DAN    HUKUM PERDATA INDONESIA 

A. Anak Dalam Perspektif Hukum Islam 

1. Pengertian Anak 

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak 

adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus 

dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan 

kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir 

sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik 

yang kelak setiap orang tua akan diminta 

pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa 

didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang 

kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. 

Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang 

kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.
2
 

Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang 

dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan 

seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang 

yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah 

melakukan pernikahan tetap dikatakan anak,Anak juga 

merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang 

merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber 

daya manusia bagi pembangunan nasional.Masa depan 

bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan 

anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang 

maka semakin baik pula kehidupan masa depan 

bangsa.Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak 

tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa 

yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa 

masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam 

rentang kehidupan.
3
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Menurut pengertian anak baik secara umum maupun 

pendapat para ahli, ketika anak beranjak dewasa, dan orang 

tua tidak mampu maka anak merupakan harapan orang tua 

untuk bertumpu. Namun pada perkembangan zaman yang 

semakin canggih, pergaulan anak juga harus diperhatikan 

secara seksama. Pergaulan anak serta kepada siapa anak 

berteman yang mana dapat mempengaruhi hidup dan 

perjalanan hidupnya kelak saat dewasa. 

Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak 

saja dalam bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge) 

tetapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralistis 

kehidupan.Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan 

pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam 

lingkungan sosial. Disertai dengan ketentuan hukum atau 

persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the low) 

dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai 

seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum 

yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum 

itu sendiri, atau meletakan ketentuan hukum yang memuat 

perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan 

berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-

hak privilege yang diberikan negara atau pemerintah yang 

timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.
4
 

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu 

sendiri dalam presfektif hukum Islam sehingga mendekati 

makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang 

dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek 

agam, dan hukum. 

a. Pengertian Anak Dari Aspek Agama 

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama 

khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak 

merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang 

keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah 

SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak 

mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan 
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agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara 

manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, 

sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang 

berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam 

mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan 

hidupnya dimasa mendatang. 

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah 

SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan 

negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai 

rahmatan lil‘alamin dan sebagai pewaris ajaran Islam 

pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang 

dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai 

implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, 

masyarakat , bangsa dan negara.
5
 

b. Pengertian Anak Dari Aspek Hukum 

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai 

pengertian anak, hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap 

peraturan perundang-undangan yang mengatur secara 

tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian 

anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak 

dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan 

dalam arti khusus sebagai subyek hukum. 

c. Pengertian Anak Berdasarkan UUD 1945 

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam 

pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak 

terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung 

makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum 

nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina 

untuk mencapai kesejahteraan anak.
6
 Dengan kata lain, 

anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan 

masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 

1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH. Menjabarkan 

sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan 

pengaturanya dengan dikeluarkanya UU No. 4 tahun 1979 

tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak 
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(pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus 

memproleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut 

dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan 

wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak 

juga berahak atas pelayanan untuk mengembangkan 

kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas 

pemelihraan dan perlindungan baik semasa dalam 

kandungan maupun sesuadah ia dilahirkan “. 

d. Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak 

Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam 

pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam 

perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) 

tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (deklapan 

belas) tahun dan belum pernah menikah.
7
” Jadi dalam hal 

ini pengertian anak dibatsi dengan syarat sebagai berikut: 

pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) 

sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.Sedangkan syarat 

kediua si anak belum pernah kawin.Maksudnya tidak 

sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin 

dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam 

perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, 

maka sianak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya 

belum genap 18 (delapan belas) tahun. 

e. Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 

1974 

UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak 

ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan 

tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang 

memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang 

belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua 

orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum 

usia untuk dapat kawin bagui pria adalah 19 (sembilan 

belas) tahun dan wanita 16 (enambelas) tahun. 

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma.SH, menarik 

batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya 
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tidak perlu dipermaslahkan, hal ini dikarenakan pada 

kenyataanya walaupun orang belum dewasa namun ia 

telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang 

belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan 

sebagainya walaupun ia belum kawin. 

Dalam pasal 47 ayat (1) dikatan bahwa anak yang 

belumn mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau 

belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah 

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut 

kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan 

bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan 

belas) tahun dan belum pernak kawin, tidak berada di 

bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan 

wali.nDari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah 

disimpulkan bahwa anak dalam UU No1 tahun 1974 

adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa 

yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 

(sembilan belas) tahun untuk laki-laki. 

f. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata 

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari 

beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai 

seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek 

tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai 

subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata. 

Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak 

adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang 

belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai 

subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang 

ditentukan oleh perundang-undangan perdata.
8
 Dalam 

ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan 

sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, 

terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap 

hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala 

masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang 

berada dalam kandungan seseorang dianggap telah 
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dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki 

sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata. 

2. Macam-Macam Anak 

Macam-macam anak menurut Al-Qur’an 

a. Sebagai hiasan (Ziinatun) 

  Seperti dalam firman Allah 

                     

                    

 

 Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia 

tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih 

baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk 

menjadi harapan. (Qs. Alkahfi Ayat 46) 

 

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata : zinatun 

adalah : dengannya dunia menjadi indah. Dengan tingkah 

polahnya yang lucu, ucapan-ucapannya yang sering 

membuat orang tua terhibur. Disaat sang ayah pulang 

kerja dalam keadaan lelah maka semuanya hilang 

manakala si kecil yang penuh jenaka menyambutnya 

dengan girang. 

 

b. Sebagai penyejuk hati (Qurrotu a’yun) 

Seperti dalam firman Allah 

                           

                      

 
Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, 

anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan 
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keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan 

Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. 

(Qs. Al-furqon Ayat 74) 

 

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata : bahwa makna 

qurrotu a’yun adalah : menyejukkan pandangan mata 

karena mereka mempelajari huda (tuntunan Allah) lalu 

mengamalkannya dengan mengharap ridlo Allah. Anak 

seperti ini diwakili oleh Ismail yang senantiasa taat kepada 

orang tua dalam menjalankan perintah Allah sehingga 

keduanya berhasil membangun ka’bah dan hari raya 

korban tidak lain adalah untuk memperingati ketaatan 

Ismail kepada perintah Allah 

c. Sebagai musuh bagi orang tua (‘Aduwwan lakum) 

Seperti dalam firman Allah 

                           

                        

       

Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-

isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh 

bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan 

jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta 

mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. At-Taghobun 

Ayat 14) 

 

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata : bahwa makna 

aduwwan lakum adalah : melalaikanmu dalam 

menjalankan ketaatan kepada Allah atau senantiasa 

menentangmu dalam urusan din dan dunia.Anak model 
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seperti ini diwakili oleh Kan’an yang selalu menentang 

bapaknya nabi Nuh alaihissalam. 

d. Sebagai fitnah 

Seperti dalam firman Allah 

                     

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah 

cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang 

besar.(Qs. At-Taghobun Ayat 15) 

 

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata : makna fitnah 

adalah : ujian yang bisa memalingkanmu dari ketaatan atau 

terjerumus dalam perbuatan maksiat. 

Betapa banyak orang tua karena untuk membiayai 

kebutuhan hidup anaknya maka sebagian taqorrub kepada 

Allah terkurangi. 

3. Kedudukan Anak  Dalam Keluarga 

 Kedudukan anak diatur dalam undang-undang 

perkawinan dalam bab IX pasal 42 sampai pasal 43. Masalah 

kedudukan anak ini terutama adalah dalam hubungan dengan 

bapaknya, sedangkan kepada pihak ibunya secara umum 

dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa 

ibu dari anak yang dilahirkan tersebu. Untuk mengetahui 

ayah dari sang anak masih mengalami kesulitan. Bagi 

seseorang anak selalu mempunyai hubungan hukum dengan 

ibunya dan dengan pihak bapak anak tidaklah demikian.
9
 

  Anak  yang  sah  adalah  anak  yang  dilahirkan  dalam,  

atau sebagai  akibat  dari,  perkawinan  yang  sah  atau  hasil  

pembuahan suami  isteri  yang  sah  di  luar  rahim  dan  

dilahirkan  oleh  isteri tersebut,  sedangkan  anak  yang  

dilahirkan  di  luar  perkawinan hanya  mempunyai  

hubungan    perdata  dengan  ibu  dan  keluarga ibunya.  
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Seorang  suami  dapat  menyangkal  sahnya  anak  dengan 

li’an  (sumpah)  bahwa  isterinya  telah  berzina  dan  anak  

itu  akibat dari  perzinaannya  dan  pengadilan  atas  

permintaan  pihak berkepentingan memutuskan tentang 

sah/tidaknya anak.
10

 

 Asal-usul seorang anak hanya bisa dibuktikan dengan 

Akta kelahiran autentik oleh pejabat yang berwenang,  jika 

akta autentik tidak  ada  maka  asal-usul  anak  ditetapkan  

oleh  Pengadilan berdasarkan  pembuktian  yang memenuhi  

syarat  untuk  kemudian dibuatkan akte kelahiran pada 

instansi pencatat kelahiran.Terhadap  anak  yang  dilahirkan  

dari  hasil  perkawinan campuran,  dapat  memperoleh  

kewarganegaraan  dan  dapat  pula kehilangan  

kewarganegaraan,  kewarganegaraannya  akan menentukan  

hukum  yang  berlaku  baik  mengenai  hukum  publik mau 

pun perdata. 

 Batas  usia  anak  yang  mampu  berdiri  sendiri  

(dewasa) adalah  21  tahun,  sepanjang  ia  tidak  cacat  fisik  

atau  pun mental atau  belum  kawin.  Orang  tua  mewakili  

anak  mengenai  segala perbuatan hukum di dalam dan di  

luar pengadilan. Apabila kedua orang  tua  anak  tidak  

mampu,  Pengadilan  dapat menunjuk  salah seorang  kerabat  

terdekat  yang  mampu  menunaikan  kewajiban orang 

tuanya. Ayah kandung  berkewajiban memberikan  jaminan  

nafkah anak  kandungnya  dan  seorang  anak  begitu  

dilahirkan  berhak mendapatkan  nafkah  dari  ayahnya  baik  

pakaian,  tempat  tinggal, dan  kebutuhan-kebutuhan  

lainnya.  Landasan  kewajiban  ayah menafkahi anak selain 

karena hubungan nasab juga karena kondisi anak  yang  

belum  mandiri  dan  sedang  membutuhkan pembelanjaan,  

hidupnya  tergantung  kepada  adanya  pihak  yang 

bertanggungjawab menjamin nafkah hidupnya. 

 

4. Hak dan kewajiban Orang Tua Terhadap Anak. 

 Di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang 

mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan 
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perkawinan.Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam 

adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh 

keturunan. Nasab atau keturunan, artinya pertalian atau 

perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia 

dalam pertalian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) selain 

di jelaskan tentang kriteria anak sah sebagaimana yang di 

cantumkan dalam Pasal 99 KHI dikenal juga anak yang lahir 

diluar perkawinan yang sah seperti yang tercantum dalam 

Pasal 100 KHI bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan 

keluarga ibunya”
11

. Di dalam Islam anak yang lahir di luar 

perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, 

biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan 

yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan 

ibunya. Zina adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah 

SWT dan rasul- Nya. Pelakunya akan dikenai sanksi dengan 

cara dijilid atau dirajam. Tujuannya adalah melindungi 

masyarakat, menjaga nama baik mereka, dan memelihara 

keluarga dari tersia-siakannya keturunan dan terbengkalainya 

anak-anak. Ensiklopedia hukum Islam membagi zina menjadi 

dua yaitu, zina muhson (zina yang dilakukan oleh orang yang 

telah atau pernah menikah) dan zina ghairu muhson (zina 

yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, 

mereka berstatus perjaka atau perawan). Secara kuantitas 

terdapat perbedaan hukuman antara kedua zina tersebut, di 

mana bagi pezina muhson hukumannya dirajam sampai mati, 

sedangkan bagi pezina ghairu muhson dicambuk sebanyak 

100 kali. 
 

Anak yang lahir di luar perkawinan dalam KHI, meliputi : 

a) Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina muhson dan zina 

ghairu muhson disebut anak luar nikah. Contohnya : 2 

(dua) bulan hamil kemudian menikah. 

b) Anak mula’nah, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang 

wanita yang di dili’ansuaminya. Kedudukan anak 

mula’nah ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia 
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tidak mengikuti nasab suami ibunya yang meli’an tetapi 

mengikuti nasab ibu yang melahirkannya. Ketentuan ini 

berlaku juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan, dan 

lain-lain. Contohnya : si ibu hamil 4 bulan tetapi si ayah 

menyangkal kalau anak tersebut bukan anaknya,  

demikian, si ayah harus dapat membuktikan perkataannya 

itu. 

c) Anak syubhat, yaitu anak yang kedudukannya tidak ada 

hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, 

kecuali apabila laki-laki itu mengakuinya. Contohnya 

Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya 

akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah 

dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan. Dalam 

KHI anak yang dilahirkan di luar pernikahan mempunyai 

hubungan perdata dengan pihak ibunya, baik dalam hal 

pemeliharaan, perwalian, maupun dalam hal pewarisan. 

anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga 

ibunya.
12

 

B. Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia 
1. Pengertian Anak 

 Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang 

dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan 

seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang 

yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah 

melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.Anak juga 

merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang 

merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber 

daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah 

asset bangsa.Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang 

akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik 

keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula 

kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, 

Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok 

pula kehidupan bangsa yang akan datang. 
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 Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak 

saja dalam bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge) 

tetapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. 

Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian 

anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan 

sosial.Untuk meletakan anak kedalam pengertian subjek 

hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun 

eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan 

status anak tersebut. 

Unsur internal pada diri anak. Subjek hukum: sebagai 

manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang 

terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan 

orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam 

perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan 

hukum. Persamaan hak dan kewajiban anak : anak juga 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan 

orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perturan 

perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. 

Hukum akan meletakan anak dalam posisi sebagai perantara 

hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang 

dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum. 

Unsur eksternal pada diri anak adalah Ketentuan hukum 

atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the 

low) dimana dapat memberikan legalitas formal terhadap 

anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat 

peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-

peraturan hukum itu sendiri, atau meletakan ketentuan hukum 

yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan 

kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang 

bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan negara atau 

pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-

undangan. 

 Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu 

sendiri dalam prespektif  hukum perdata sehingga mendekati 

makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang 
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dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek 

ekonomi, sosiologis dan hukum.
13

 

a. Pengertian Anak Dari Aspek Ekonomi 

Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan 

pada golongan non produktif. Apabila terdapat 

kemampuan yang persuasif pada kelompok anak, hal itu 

disebabkan karena anak mengalami transpormasi 

financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam 

lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. 

Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering 

diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau 

produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai 

ekonomi. 

Kelompok pengertian anak dalam bidang 

ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak 

sebagaimana yang ditetapkan oleh UU no.4 tahun 1979 

tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas 

kepeliharaan dan perlingdungan, baik semasa dalam 

kendungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat 

menghambat atau membahayakan perkembangannya, 

sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari 

ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat. 

b. Pengerian Dari Apek Sosiologis 

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai 

makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa 

berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan 

negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai 

kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang 

lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat 

berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih 

mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. 

Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-

keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud 

untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya 

terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada 

                                                           
13

Manan Abdul, Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia, Kencana, 

Jakarta: 2008, h. 26. 



 

 

14 

pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses 

sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa. 

 

c. Pengertian Anak dari Aspek Hukum 

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai 

pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap 

peraturan perundang-undangan yang mengatur secara 

tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. 

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi 

pengertian anak dari pandangan system hukum atau 

disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek 

hukum. 

d. Pengertian anak berdasarkan UUD 1945 

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di 

dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-

anak terlantar dipelihara oleh negara”
14

 Hal ini 

mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum 

dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara 

dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan 

kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab 

pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak 

menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH, 

menjabarkan sebagai berikut: “Ketentuan UUD 1945, 

ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU 

No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang 

berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu 

seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang 

kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik 

secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga 

berhak atas pelayanan untuk mengembangkan 

kemampuan dan kehidupan sosial serta pemelihraan dan 

perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun 

sesudah ia dilahirkan”.
15
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e. Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak 

Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum 

dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah 

orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai 

umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 

tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”. 

Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat 

sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur 

antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) 

tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah 

kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam 

perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. 

Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau 

perkawinannya putus karena perceraian, maka sianak 

dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 

18 (delapan belas) tahun. 
 

f. Pengertian Anak Menurut Hukum Adat/Kebiasaan 

Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang 

dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang 

dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak 

dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi 

pada ciri tertentu yang nyata. Mr. R. Soepomo 

berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata jawa 

Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat 

dilihat dari ciri-ciri sebagi berikut: 

1) Dapat bekerja sendiri. 

2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab. 

3) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri. 

4) Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata. 

g. Pengertian anak menurut hukum perdata Indonesia 

Pengertian anak menurut hukum perdata 

Indonesia dibangun dari beberapa aspek keperdataan 

yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum 

yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah:  

1) Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek 

hukum.  



 

 

16 

2) Hak-hak anak di dalam hukum perdata.Pasal 330 

KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah 

orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum 

mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek 

hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang 

ditentukan oleh perundang-undangan perdata
16

. Dalam 

ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan 

sangat luas dan mempunyai peranan yang amat 

penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam 

masalah dala masalah pembagian harta warisan, 

sehingga anak yang berada dalam kandungan 

seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana 

kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang 

dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata. 

h. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana 

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih 

diutamakan pada pemahaman terahadap hak-hak anak 

yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki 

subtansi yang lemah dan di dalam system hukum 

dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokan dari 

bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya 

seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak 

dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum 

positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku 

menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung 

jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut 

berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan 

yang baik.
17

 

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian 

anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi 

pengertian sebagai berikut: 

1. Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak 

pidana. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan 

mensubtitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan 

                                                           
16

 R. Subekti, Op. Cit, Pasal 330. 
17

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 45. 



 

 

17 

hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk 

mensejahterakan anak. 

2. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses 

perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum 

pidana yang dilakukan anak itu sendiri. 

3. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan. 

4. Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. Jika 

ditilik pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan 

sebagai anak yang belum dewasa apabila belum berumur 

16 tahun.Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut 

dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan 

supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, 

walinya atau pemeliharaanya dengan tidak dikenakan 

suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan 

kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu 

hukuman.
18

 

 Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana 

telah memberikan perlindungan terahadap anak-anak yang 

kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai 

subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa 

sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu 

mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh 

negara atau pemerintah. Jadi dari berbagai definisi tentang 

anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah 

yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang 

dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang 

diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut. Anak 

li’an adalah anak yang tidak di akui oleh ayahnya dengan 

tuduhan tertentu, Anaksecara hukum tidak dinasabkan kepada 

bapaknya setelah suami isteri saling meli’an dengan sifat 

tuduhan yang jelas. 
 

2. Macam-Macam Anak 

a. Anak kandung 

Dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan, 

Anak tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan 
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seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga 

mengakibatkan kelahirannya.
19

 

b. Anak tiri 

Yang termasuk anak tiri adalah anak orang lain, 

seperti seorang suami yang menikahi seorang janda yang 

sudah beranak. Anak dari janda yang kini telah menjadi 

isterinya itu jelas bukan anak si suami.Maka kalau suami 

itu meninggal dunia, meski orang menyebut anak janda itu 

seolah sebagai anaknya, namum secara hukum syariah, 

biar bagaimana pun anak itu tetap bukan anaknya.Anak itu 

adalah anak dari suami janda itu sebelumnya. Maka kalau 

suami janda itu yang sebelumnya meninggal dunia, anak 

itu akan mendapat warisan dari dirinya.
20

 

c. Anak susu 

anak susuan boleh jadi mahram (tidak batal air 

sembahyang). Contohnya, katalah seseorang wanita ambil 

anak angkat lelaki, seseorang wanita tersebut susukan, jadi 

anak susuan seseorang wanita tersebut menjadi mahram 

wanita tersebut, dari segi hukumnya, haram nikah dengan 

anak kandung wanita tersebut yang perempuan, dan juga 

wanita tersebut. Kalau seseorang wanita tersebut ambil 

anak angkat perempuan, wanita tersebut susui, anak 

susuan wanita tersebut haram nikah dengan anak-anak 

kandung wanita tersebut yang lelaki, dan haram nikah 

dengan suami wanita tersebut. 

 

d. Anak pungut 

Ada diantara wanita yang membuang anaknya, 

karena malu, akibat perbuatanya sendiri mengadakan 

hubungan seks diluar nikah. Bagi orang yang 

menemukannya, wajib memungut (membawa) anak 

tersebut. Apakah anak itu akan dirawatnya (diasuhnya) 

sendiri atau dirawat oleh orang lain. Sekiranya tidak ada 
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yang mampu, karena tidak punya, maka biayanya 

ditanggung oleh Negara.Ada orang member istilah “Anak 

Negara”.
21

 

e. Anak angkat ( adopsi ) 

Adopsi mempunyai dua pengertian, 

ialah:Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik 

dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan 

diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya 

sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya; 

Mengambila anak orang lain untuk diberi status 

sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab 

orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya, 

dan hak-hak lainnya sebagai hubungana anak dengan 

orang tua.
22

 

 

3. Kedudukan Anak Dalam Keluarga 

Menurut kitab undang-undang hukum perdata, dengan 

perkawinan suami isteri memperoleh keturunan. Keturunan 

yang dimaksud disini adalah hubungan darah antara bapak, 

ibu dan anak-anaknya. Jadi antara bapak dan ibu serta anak 

mempunyai hubungan biologis. Anak yang dilahirkan dari 

hubungan biologis ini dan tumbuh sepanjang perkawinan 

adalah anak sah,sedangkan anak-anak lainnya yakni anak 

yang mempunyai ibu dan bapak yang tidak terikat dengan 

perkawinan di namakan anak yang tidak sah atau diluar 

nikah. Jadi terhadap anak yang diluar nikah terdapat 

hubungan biologis hanya dengan ibunya saja.Berdasarkan 

pasal 272 KUHPerdata pengertian anak luar kawin dibagi 

menjadi dua yaitu dalam arti luas dan sempit. 

Anak luar kawin dalam artian luas adalah meliputi 

anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin lainnya
23

. 

Sedangkan anak luarkawin dalam artian sempit adalah  tidak 

termasuk anak zina dan anak sumbang. Meskipun anak zina 

itu mempunyai status yang sama dengan anak li’an yaitu 
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sama-sama tidak sah, namun perbedaan antara keduannya 

adalah bahwa anak zina telah jelas statusnya dari awal, 

seperti lahir dari perempuan yang tidak bersuami sedangkan 

li’an dariperempuan yang bersuami, namun tidak diakui anak 

oleh suaminya. Menurut undang-undang perkawinan pasal 42 

anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah. 

Sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan 

merupakan anak luar kawin dan hanya mempunyai hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 43 

undang-undang perkawinan). Si anak tidak mempunyai 

hubungan hukum dengan ayahnya baik yang berkenaan 

dengan warisan dan pendidikannya. Anak luar kawin tersebut 

tidak dapatdinasabkan kepada bapaknya sehingga ia tidak 

akan mempunyai hubungan baik secara hukum maupun 

kekerabatan dengan bapaknya. Sehingga secara yuridis 

formal ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu. 

Walaupun secara biologis dia adalah anaknya sendiri 

jadi hubungan kekerabatannya hanya berlangsung secara 

manusiawi bukan secara hukum. Dengan kententuan yang 

ada dalam undang-undang perkawinan yang menyatakan 

anak diluar kawin hanya mempunyai hubungan hukum 

dengan ibunya maupun antara keluarga ibu dengan anak yang 

dilahirkan tersebut. Maka secara hukum anak tersebut berada 

dalam pengasuhan dan pengawasan ibunya, sehingga timbul 

kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta 

berhak untuk memperoleh warisan. Undang-undang 

perkawinan tidak mengenal anak luar kawin terhadap ibunya, 

oleh karena anak yang diluar perkawinan adalah anak dari ibu 

yang melahirkannya. Memang bagaimanapun juga lahirnya 

anak tidak dapat dihindari  bahwa anak tersebut adalah anak 

dari ibu yang melahirkannya tidak mungkin akan lahir tanpa 

ibu, anak itu mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang 

melahirkannya dan keluarga dari ibunya itu dan tidak ada 

hubungan perdata dengan laki-laki yang membenihkannya. 

4. Hak Dan Kewajiban Orang Tua Tarhadap Anak 

Adanya hubungan hukum antara seseorang dengan 

seorang yang lainnya menimbulkan adanya hak dan 
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kewajiban dari kedua belah pihak. Keadaan seperti ini juga 

terdapat dalam hukum kekeluargaan di mana terdapat 

hubungan hukum antara anak dan orangtuanya yang 

menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Seorang anak 

berhak untuk mendapatkan nafkah dari orangtuanya sampai 

anak tersebut dewasa atau sudah menikah, demikian 

sebaliknya apabila anak tersebut telah dewasa ia wajib 

memeliharaorangtuanyasesuai dengan kemampuannya bila 

mereka membutuhkan. 

Dalam Pasal 255 KUHPerdata disebutkan bahwa 

anak, yang dilahirkan tiga ratus hari setelah perkawinan di 

bubarkan adalah anak tidak sah
24

. Agar anak tersebut 

mempunyai hubungan hukum antara ibu atau bapak maka 

menurut ketentuan Pasal 280 KUHPerdata ibu atau bapaknya 

dari anak tersebut harus melakukan tindakan pengakuan, 

karena dari tindakan tersebut dapat menimbulkan hubungan 

perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.
25

Mengacu 

kepada ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUP disebutkan bahwa 

anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dari 

kedua ketentuan pasal diatas dapat dilihat bahwa di dalam 

KUHPerdata dan UUP terdapat pembedaan antara anak yang 

dilahirkan dalam suatu perkawinan yang biasa disebut anak 

sah, dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang biasa 

disebut anak luar kawin. Anak luar kawin tidak mempunyai 

hubungan perdata dengan ayahnya sehingga anak luar kawin 

tidak mendapat hak yang sama dari ayahnya seperti anak sah. 

Tetapi dalam KUHPerdata memberi kesempatan bagi anak 

luar kawin untuk dapat merubah status anak luar kawin 

menjadi anak sah, dengan cara mengakui anak luar kawin 

yang biasa disebut dengan proses pengakuan anak luar kawin. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 280 KUHPerdata bahwa 

antara anak luar kawin dan bapak maupun ibunya pada 

dasarnya tidak mempunyai hubungan hukum. Hubungan 

hukum itu baru timbul manakala bapak atau ibunya 
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memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. 

Dengan demikian, tanpa pengakuan dari bapak atau ibunya, 

pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak 

mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun. Dengan 

adanya hubungan hukum keperdataan antara si anak dan 

bapak atau ibunya maka timbullah kewajiban timbal balik 

antara anak luar kawin dengan orangtuanya. Hubungan ini 

meliputi dalam hal memberi nafkah, perwalian, izin kawin, 

hak mewaris dan lain-lain. 
 


